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Abstract: Cooperation is the joint effort of individuals and groups to achieve 
common goals. The cooperation Committee at the school because responsibilities 
helps schools achieve a quality. The research of this thesis aims to obtain infor-
mation about: (1) How cooperation committees provide support learning in SMA 
Negeri 1 Batu Ampar? (2) supporting Factor and a barrier to cooperation between 
the Committee and the school? (3) The Committee's efforts to increase support to 
schools to enhance the implementation of the education quality?. This research 
uses descriptive method, intended to describe the symptoms, the actual event or 
occurrence as it is. The collection of data sources is performed with three kinds of 
methods of interviewing, observation, and documentation. Based on the results of 
the research done indicates that: (1) the forms of support Committee to the lear-
ning activity is still low, focused on the development of the means of Government 
funds, (2) factors that strengthened cooperation between committees, namely in 
the form of reward factors that inhibit Cooperation Committee is the Committee 
on resources, recruitment, systems and implementation of the institutional 
Management Committee has not yet understood. (3) The school Committee's 
efforts to improve the support material and non material not optimal. 
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Abstrak: Kerjasama adalah usaha bersama individu dan kelompok untuk menca-
pai tujuan bersama. Kerjasama komite di sekolah karena komite bertanggung ja-
wab membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar. Penelitian tesis  ini 
bertujuan untuk mendapat informasi mengenai: (1) Bagaimana kerjasama komite 
memberikan dukungan belajar di SMA Negeri 1 Batu Ampar? (2) Faktor pen-
dukung dan penghambat kerjasama antara komite dan sekolah? (3) Upaya komite 
meningkatkan dukungan kepada sekolah melaksanakan proses belajar yang ber-
mutu?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, bermaksud mendeskripsi-
kan suatu gejala, atau kejadian aktual sebagaimana adanya. Pengumpulan sumber 
data dilakukan dengan tiga jenis metode yaitu wawancara, observasi, dan doku-
mentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) 
Bentuk dukungan komite terhadap kegiatan belajar masih rendah, tepusat pada 
pembangunan sarana dari dana pemerintah, (2) Faktor yang menguatkan kerja-
sama komite yaitu imbalan dalam bentuk reward, Faktor yang menghambat kerja-
sama komite adalah sumber daya komite, sistem rekrutment, dan implementasi 
kelembagaan yang belum difahami pengurus komite. (3) Upaya komite sekolah 
untuk meningkatkan dukungan materi dan non materi belum optimal. 
 
Kata Kunci :  Kerjasama, Komite Sekolah, Mutu  Belajar 
endidikan memegang peranan sangat penting dalam proses peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang 
terintegrasi dengan pro-ses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu 
sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, 
maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai 
usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan dan 
perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, 
pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga 
kependidikan lainnya, tetapi kenyataannya, belum cukup untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan.  
Langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah-satunya  
membangun kerjasama dengan masyarakat melalui komite sekolah yang tertuang 
dalam  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 
April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kerjasama stake-
holder pendidikan diatur dalam konstitusi yang terwujud melalui ketetapan 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 ayat 1: 
“Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang 
meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”.  
Komite sekolah dibentuk untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan,  artinya 
komite sekolah dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya 
sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan 
bantuan yang berupa pemikiran, ide atau gagasan-gagasan yang inovatif demi 
kemajuan suatu sekolah termasuk didalamnya melakukan pengawasan 
pembelajaran terhadap siswa di sekolah yang menjadi tanggung jawab komite. 
Siskandar (2012:123) keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan bersifat materi maupun non materi, artinya kerjasama dengan komite 
sekolah dapat dilakukan dalam bentuk fisik dan non fisik dan, kerjasama 
keduanya bertujuan untuk meningkatkan mutu belajar. Meningkatkan mutu  
belajar di sekolah tidaklah tertanggung oleh pihak sekolah, guru serta manajemen 
dengan keadaan fasilitas yang ada, justru diharapkan adanya kerjasama 
masyarakat melalui komite sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan baik materi 
dan non materi yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan belajar.  
Hal ini di uangkapkan oleh Wahyudi (2012:2) “Meningkatkan mutu 
suatu lembaga pendidikan berati meningkatkan komponen-komponen  yang ada 
di-dalamnya”. Masyarakat berperan dalam meningkatkan komponen kebutuhan 
sekolah melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi keperluan belajar siswa 
sehingga kegiatan belajar berupa kegiatan akademik dan non akademik yang 
meliputi praktek belajar dapat terlaksana di semua komponen yang di butuhkan.   
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas memerlukan jalinan 
kerjasama antara komite dan sekolah sebagai organisasi yang di tunjuk oleh orang 
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tua dan masyarakat. Kerjasama kolaborasi yang dapat menguntungkan kedua 
belah pihak dimana sekolah mendapatkan keuntungan dalam bentuk 
meningkatnya mutu pendidikan sedangkan masyarakat mendapatkan bias dalam 
bentuk peningkatan ekonomi, pengetahuan, sosial.  
Dalam bahasa Indonesia, istilah koordinasi, kerjasama dan kolaborasi 
digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan 
makna dari kata tersebut  dan tidak ada pemahaman mendalam tentang paradigma 
apa yang seharusnya dianut. Istilah kolaborasi jauh lebih efektif dan digunakan 
secara mendalam untuk memperoleh manfaat yang diharapakan. Menurut  
Thomson (2006:23) ”that we . . . think of  (collaboration) as a residual of 
cooperation and coordination. It’s not coordination, it’s not cooperation. 
Cooperation involves reciprocities, exchange of resources (not necessarily 
symmetrical). Cooperation for a mutual goal moves this to collaboration. The 
whole is greater than the sum of its parts. It may be achieving individual ends, but 
there’s an additional outcome that is shared (though not mutually exclusive) 
separate from the individual ends”. Artinya kolaborasi sebagai hasil kerjasama 
dan koordinasi. Kerjasama membutuhkan keterlibatan secara imbal balik, 
didalamnya terdapat  sumber daya yang bekerja secara fleksibel (tidak kaku). 
Hasil yang diperoleh ditujukan untuk kepentingan bersama meskipun masing-
masing individu mendapatkan bagiannya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. 
Kerjasama ini disebut kolaborasi.  
Selanjutnya, Kalu (2008:9) “The collaboration process essentially 
involves three design features: the protection of institutional identity, reciprocity 
or deferen-tial reasoning involved in the ‘give and take’ necessary to sustain the 
process, and negotiation in terms of the strategies and tactics employed by the 
players to advance one’s interest or a specific point of view”. Artinya: Proses 
kolaborasi pada dasarnya melibatkan tiga perencanaan yaitu: menjaga identitas 
institusional, keterlibatan secara imbal balik yang bertujuan untuk mempertahan-
kan keberadaan kerja organisasi, serta negosiasi yang menyangkut  berupa strategi 
dan taktik yang digunakan oleh individu dalam organisasi yang terangkum dalam 
sudut padang sebuah organisasi.  
Proses kolaborasi esensinya melibatkan tiga komponen, yaitu: 
perlindungan keberadaan institusional, timbal balik dan, strategi yang digunakan 
oleh individu memajukan lembaga/organisasi. Kolaborasi dilihat dari prosesnya 
merupakan suatu hubungan individu dalam kelompok yang didasari karena 
adanya hasrat mutualisme, di dalamnya terdapat stretegi untuk mengatur individu 
dengan maksud mempertahankan organisasi 
Di satu sisi sekolah dituntut oleh masyarakat untuk melaksanakan 
pendidikan yang memenuhi kebutuhan lingkungan dan, di satu sekolah berusaha 
memenuhi kepentingan kebijakan, jika keduanya selaras dan bekerjasama, maka 
antara sekolah dan masyarakat tercapai partisipasi mutualisme mengenai 
pelaksanaan belajar di sekolah, dan masyarakat akan berpartisipasi untuk 
mengambil bagian dari pelaksana-n pendidikan di sekolah. Zainuddin (2008:105-
106)“keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk 
dukungan dana, prasarana, atau hal-hal yang bersifat material, namun partisipasi 
ini dapat juga dalam wujud sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi seperti 
memberi sumbangan pemikiran, dorongan, membangun situasi yang 
memungkinkan warga masyarakat tertarik untuk ambil bagian sebagai peserta, 
pengamat maupun dukungan moral lainnya, namun apabila dihitung dengan uang 
atau materil nilainya jauh lebih besar”.  
Sisdiknas 2003 pasal 56 ayat 1 menerangkan “Komite sekolah/madrasah, 
sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 
pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, 
sarana, dan prasarana tingkat satuan pendidikan, selanjutnya, Danim (2010:49) 
“fungsi komite salah satunya menggalang dana masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.  
Terhadap beberapa sumber tersebut yang merujuk pada peran komite 
sekolah sebagai lembaga yang memberikan bantuan baik fisik maupun non fisik 
berupa fasilitas belajar serta bantuan biaya pendidikan, dengan begitu, hubungan 
kerjasama yang dapat dilakukan oleh komite termuat pada tugas komite sebagai 
mitra sekolah mendukung pendidikan. Menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 
tanggal 2 April 2002 lampiran II, komite sekolah berperan: (1). Pemberi pertim-
bangan ( advisory agency ) dalam penentuan dan  pelaksanaan kebijakan 
pendidikan di satuan pendidikan, (2). Pendukung ( suppoting agency ), baik yang 
berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelengaraan pendidikan 
di satuan pendidikan, (3). Pengontrol ( controlling agency ) dalam rangka 
transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di 
satuan pendidikan.  
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari peran komite 
karena komite sekolah memiliki kepentingan untuk menentukan nasib sekolah se-
hingga komite punya kewajiban dan hak untuk mengetahui tentang kebutuhan 
belajar di sekolah dan memediasikannya kepada masyarakat. Terhadap informasi 
itu, masyarakat akan mencari solusi terhadap peningkatan mutu belajar di sekolah. 
Komite sekolah perlu meningkatkan perannya sebagai mitra sekolah, aktif 
bekerjasama dengan sekolah memberikan arahan, support, control, mediator 
pelaksanaan belajar disekolah.   
Hasil penelitian yang dilakukan Rustandi (2011) tentang “peran 
motivator komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA N 14 
Bandung” mengungkapakan bahwa komite melalui kerjasama dengan sekolah 
mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Teori organisasi dari Robbin 
(2001:2) organisasi adalah salah satu unit sosial yang dikoordinasikan secara 
sengaja terdiri dari dua orang atau lebih yan berfungsi dan berwenang untuk 
mengerjakan usaha mancapai tujuan yang yang telah ditentukan, organisasi juga 
diartikan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan 
sengaja untuk mencapai tujuan tertentu .  
SMA Negeri 1 Batu Ampar membutuhkan bantuan dari komite sekolah 
dalam mewujudkan kegiatan belajar yang berkualitas melalui uluran tangan dari 
komite sekolah dalam membantu kegiatan belajar berupa bantuan materi maupun 
non materi. Sejalan dengan latar belakang penelitian, maka fokus penelitian ini 
adalah “Kerjasama Komite dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA 
Negeri 1 Batu Ampar”, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) 
Bagaimana kerjasama komite sebagai badan pendukung untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Ampar? (2) Faktor pendukung dan 
penghambat kerjasama komite dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA 
Negeri 1 Batu Ampar? (3) Upaya komite sekolah untuk meningkatkan kerjasama 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Ampar?  
Tujuan dari penelitian adalah (1) Mengetahui bagaimanakah kerjasama 
komite sebagai badan pendukung untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 
SMA Negeri 1 Batu Ampar, (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
kerjasama komite dan sekolah dalam membantu meningkatkan mutu 
pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Ampar. (3) Upaya komite sekolah untuk 
meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Negeri 
1 Batu Ampar.  
Konsep kerjasama merupakan suatu tinjauan yang memandang bagaimana 
individu berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kelompok sosial.  Istilah 
kerjasama timbul sebagai implementasi dari proses interaksi sosial, dan interaksi 
sosial adalah faktor utama dalam kegiatan kerja sama dan kerjasama adalah 
bagian dari interaksi sosial. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun 
oleh Tim Penyusun Kamus PMB (2008) “organisasi adalah perkumpulan untuk 
tujuan tertentu”. Ilmu sosiologi mempelajari bahwa sebagai makhluk hidup  
manusia men-jalani perannya dalam dua dimensi yaitu sebagai makhluk pribadi 
dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia berusaha untuk 
menjalani kehidupannya berdasarkan kodrat yang melekat pada dirinya, namun 
dalam usaha untuk menja-lani kehidupan, manusia pasti memiliki kebutuhan-
kebutuhan tertentu, dan kebutuhan-kebutuhan itu akan tercukupi apabila tercipta 
hubungan dan interaksi dengan orang lain, karena itu, kerjasama berkaitan dengan 
bagaimana individu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain.  
Menurut Boner (Sarlito,2005:4) kelompok adalah kumpulan individu yang 
saling berinteraksi, selanjutnya  Deutch (Sarlito,2005:4) menambahkan bahwa 
individu yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan.  
Interaksi  untuk mencapai tujuan yang melibatkan lebih dari satu orang, 
maka terimplisit adanya pengertian tentang kerjasama yaitu jumlah individu yang 
ada dalam suatu interaksi tersebut bekerja atau berusaha bersama-sama dalam 
mencapai tujuan. Tujuan merupakan suatu sasaran yang akan dicapai dan bersifat 
penting. Jadi kerjasama merupakan interaksi antar individu dalam suatu kelompok 
untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan.  
Para ahli  memberikan definsi tentang “kerjasama” dan hasilnya merujuk 
pada usaha lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan. Misalnya, Soekanto 
(2012:66) kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 
kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan uraian diatas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama (Cooperation) adalah suatu usaha 
bersama antara orang-perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak 
manusia untuk tujuan bersama dan  mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih 
baik. Dengan adanya kerjasama, bentuk kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan 
individu maupun kelompok akan mudah dilaksanakan dari pada dikerjakan 
sendiri-sendiri, apalagi jika seseorang atau kelompok dihadapkan pada suatu jenis 
tugas yang menuntut batas waktu yang telah ditentukan. Karena itu peran 
kerjasama sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu kelompok/organiasi 
dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Thomson (200:3)” Collaboration is 
a process in which autonomous or semiautonomous actors interact through 
formal and informal negotiation, jointly creating rules and structures governing 
their relationships and ways to act or decide on the issues that brought them 
together; it is a process involving shared norms and mutually beneficial 
interactions.” Selanjutnya, Kalu (2008:9) “The collaboration process essentially 
involves three design features: the protection of institutional identity, reciprocity 
or deferential reasoning involved in the ‘give and take’ necessary to sustain the 
process, and negotiation in terms of the strategies and tactics employed by the 
players to advance one’s interest or a specific point of view”. Bahwa kerjasama  
yang berbentuk kolaborasi melibatkan tiga aspek yaitu adanya wadah, hubungan 
dalam lembaga. 
Berkaitan dengan kerjasama, para ahli mengemukakan teori yaitu (1) 
Robbin dalam teori organisasi mengungkapkan bahwa terbentuknya organisasi 
karena adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota 
organisasi secara formal. Kaitannya dengan terbentuknya kerjasama bahwa 
kerjasama di dalam organisasi, individu berinteraksi melalui koordinasi antara 
individu dalam orgnisasi. Interaksi merujuk pada adanya kerjasama antar individu 
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, (2) F.W. Taylor melalui teori 
“Principle of Scientific Management” menandai sebuah teori yang serius dibidang 
organisasi. Taylor menawarkan empat prinsip management dalam organisasi 
yaitu: penggunaan metode, adanya seleksi, kerjasama antar manajemen, 
pembagian tanggung jawab. Teori ini berfokus pada aktivitas organisasi melalui 
prosudur ilmiah yang tercakup dalam empat prinsip tersebut. Salah satu 
penekannya pada kegiatan individu dalam organisasi adalah kerjasama antar 
manajemen, dimana kerjasama merujuk pada kemampuan manajer untuk 
membuat inovasi bagi kemajuan organisasi. Inovasi tersebut hanya bisa di 
wujudkan jika terjalin kerjasama yang kuat antar manajemen. Teori ini disusun 
berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Taylor dalam perusahaan-
perusahaan yang ada di Amerika Serikat, (3) Henry Fayol melalui teorinya yang 
disebut “Top Management”. Dalam teori ini Henry Fayol mengungkapkan bagai-
mana managerial menjalankan jabatannya. Seorang manager seyogyanya mampu 
menggerakkan unsur-unsur dalam organisasi agar organisasi dapat optimal dalam 
mencapai produksi. Fayol mengakui bahwa peranan manusia dan peranan 
pimpinan untuk menggerakkan manusia tersebut jauh lebih penting. Fayol 
membuat suatu teori yang berhubungan dengan management dan organisasi 
melalui pengalaman-pengalaman selama ia menjadi top manager, Fayol 
menawarkan empat belas prinsip yang menurutnya dapat digunakan secara umum 
dalam organisasi yaitu : pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, 
kesatuan arah, mendahulukan kepentingan umum organisasi, remunerasi, 
sentralisasi, rantai scalar, tata tertib, stabilitas, inisiatif, esprit de copr ( mendorong 
tim untuk membangun kerjasama dalam organisasi), (4) Max Wiber melalui teori 
Birokrasi memberikan kontribusi untuk menguatkan kerjasama dalam organisasi 
dengan membuat sebuah model struktural yang ia katakan sebagai alat yang 
paling efisien bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Ia menyebut struktur ideal 
ini adalah ‘birokrasi’, Robbin memperjelas bagaimana kerjasama dalam organisasi 
melalui model strukutur organisasi. Struktur tersebut dicirikan dengan adanya 
pembagian kerja, sebuah hierarki yang jelas, prosedur seleksi, peraturan yang 
rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas impersonal. Gambaran tentang 
birokrasi yang dibuat oleh Weber menjadi prototipe perancangan dari kebanya-
kan struktur organisasi yang ada sekarang. Konbtribusi terakhir yang berikan oleh 
Wiber bagi kelangsungan organisasi adalah ‘perencanaan rasional’. Perencanaan 
rasional menawarkan sebuah model yang sederhana dan langsung untuk 
merancang sebuah organisasi. Perencanaan formal manajemen dalam organisasi 
menentukan tujuan-tujuan organisasi. Tujuan tersebut kemudian dalam urutan 
yang logis menentukan pengembangan struktur, arus wewenang, serta hubungan 
lainnya, (5) Chester Bernard melalui teori sistem kerjasama The Functions of the 
Executing  bahwa fungsi manajer untuk meningkatkan organisasi diperlukan 
komunikasi agar para bawahan dapat bekerja lebih keras, (6) Theoretical Model 
Collaboration merupakan gabungan dari beberapa tokoh dalam bidang 
administrasi publik Amerika Serikat mengatakan bahwa didalam bekerjasama 
diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang intensif untuk mencapai tujuan 
bersama. Salah satu tokoh dalam teori ini adalah Thomson yang mengemukakan 
konsep ”Conceptually, the five key dimensions of  collaboration emerge from the 
growing body of research on collaboration”, bahwa, terdapat lima dimensi yang 
menjadi kunci dari munculnya kolaborasi dan dimensi itu meliputi Governance 
(tatakelola), administration (administrasi), organizational outonomy (otonomi 
organisasi), mutually (hubungan), dan norma-norma (aturan). Tata kelola yang 
merupakan mekanisme dalam mengelola sumber daya yang ada dalam suatu 
organisasi, administrasi mengacu pada keseluruhan kerjasama dengan 
memanfaatkan semua sumber personil dan materiil yang tesedia dan sesuai untuk 
mencapai tujuan, otonomi mengacu pada pelimpahan wewenang yang diberikan 
kepada invidu yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas 
adminstrasi, interaksi mengacu pada kedalam interaksi antara orang-orang yang 
ada dalam suatu organisasi, norma yang mengacu pada aturan main atau aturan-
aturan yang disepakati oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
Teori-teori yang dikemukan oleh para ahli ditambah dengan hasil 
penelitian, misalnya Taylor mekankan pada struktur manajemen, kerjasama antar 
manajemen, serta tanggung jawab. Fayol menenkan pada pembagian kerja, 
wewenang, disiplin, remunerasi. Wiber menekan pada struktur birokrasi yang 
jelas. Bernard menekankan pada tugas-tugas individu dalam suatu organisasi. 
Anne Thomson menekankan pada kolaborasi. Dari pandangan para ahli tersebut 
dapat disimpulkan bahwa organisasi membutuhkan orang-orang yang mau 
bekerjasama, memiliki sifat bekerja dengan disiplin kerja yang tinggi dan untuk 
menggerakkan organisasi diperlukan adanya pemimpin yang bertugas 
memutuskan suatu kewenangan sehingga individu yang bekerja dalam organisasi 
memiliki arah yang jelas mengenai jenis-jenis tugas yang akan dilaksanakannya. 
Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab antar individu yang bernaung dibawah 
sebuah organisasi. Upaya untuk meningkatkan kerjasama antar individu dalam 
organisasi sebaiknya didukung dengan pemberian penghargaan agar dapat 
memotivasi anggota dalam organisasi untuk bekerja lebih giat. Melirik pada teori 
yang dikemukakan diatas, terdapat makna bahwa dalam setiap organisasi yang 
individunya bekerja bersama-sama memiliki bidang kerja masing-masing 
sehingga pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi menjadi jelas atau tidak 
tumpang tindih.  
 
METODE  
Proses penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat  fenomeno-
logis yaitu menyelidiki suatu fenomena sosial atau masalah manusia. Menurut 
Sugiyono (2010:8), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu 
Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana 
peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan 
triangulasi (gabungan), sifat analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan mak-na daripada generalisasi. Karena itu penelitian kualitatif 
dilakukan pada kondisi alamiah bersifat penemuan sehingga peneliti merupakan 
instrumen kunci. Yaitu peneliti harus memiliki bekal teori yang cukup dan 
wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisa, dan mengkonstruksikan 
objek yang diteliti berhubungan dengan penelitian sehingga peneliti dapat  
mendeskripsikan sesuatu yang terjadi pada sasaran penelitian yang meliputi kata-
kata, tingkah laku atau aktivitas dan realitas dari sumber penelitian. Berbekal 
dengan teori yang cukup dan wawasan yang dilatarbelakangi dengan kondisi 
alamiah sehingga peneliti bisa bertanya, menganalisa, dan mengkonstruksikan 
objek yang diteliti berhubungan dengan kerjasama komite dalam meningkatkan 
mutu belajar di SMA Negeri 1 Batu Ampar. 
Penelitian ini akan mengungkap kerjasama komite dan sekolah dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Ampar yang terdiri dalam 
beberapa bagian yaitu, bentuk kerjasama komite dan sekolah, faktor pendukung 
kerjasama antara komite dan sekolah, serta faktor penghambat kerjasama komite 
dan sekolah, serta upaya yang dilakukan komite untuk meningkatkan kerjasama 
pendidikan. Penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan ini bertujuan 
mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi 
dilapangan sebagai kajian lebih lanjut, menemukan kekurangan dan kelemahan 
sistem dalam suatu proses pendidikan, sehingga dapat diketahui dan ditentukan 
upaya yang tepat dalam penelitian terapan dalam meningkatkan kerjasama antara 
komite dan sekolah di SMA Negeri 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu 
Raya dimasa yang akan datang.  
Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti mengambil data yang akan 
diteliti berdasarkan pertimbangan tertentu (khususnya jarak tempuh) yang dapat 
dianggap mewakili secara representatif  judul dalam masalah penelitian yang 
dalam hal ini dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Kecamatan Batu Ampar 
Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini difokuskan kepada bentuk kerjasama antara 
komite dan sekolah serta faktor pendukung dan faktor penghambat kerjasama 
komite dan sekolah di SMA Negeri 1 Batu Ampar, beserta upaya yang dilakukan 
komite untuk meningkat kerjasama dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 
Sumber data adalah semua subjek yang dapat memberikan informasi terhadap 
masalah penelitian yang dalam hal ini sumber data/informan pada penelitian ini 
adalah komite sekolah, kepala sekolah dan sejumlah guru mengenai kerjasama 
yang ada di sekolah ini. Adapun jumlah sumber data yang menjadi sumber data 
adalah 1 orang pengurus komite, kepala sekolah, dan 2 orang guru berstatus 
sehingga jumlah sumber data yang diwawancarai berjumlah 4 orang. Menurut 
Sukandarrumidi (2002:44) “sumber data adalah semua informasi baik yang 
merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak”. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer 
adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 
gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya atau 
informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen grafis (tabel, catatan, program sekolah, dan lain-lain), foto-foto, film, 
rekaman, video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. 
Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri 
dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus pengamatan 
dilakukan pada tiga komponen utama, yaitu: space (ruang, tempat), actor (pelaku) 
dan activity (kegiatan). Selama penelitian berlangsung, peneliti memposisikan diri 
sebagai human instrument yang meluangkan banyak waktu dilapangan.  
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 
Melakukan pendekatan pada subjek penelitian (informan) dengan selalu hadir, (2) 
Melakukan wawancara pada Kepala sekolah dan dewan guru untuk mengetahui 
berbagai hal yang dihadapi informan, (3) Melakukan wawancara pada orang-
orang terkait di sekitar lokasi sekolah dalam suasana informal, alamiah (tanpa 
mencatat atau menggunakan alat perekam lainnya), (4) Menggunakan teknik 
dokumentasi, yaitu mendokumentasikan semua informan yang diwawancarai, (5) 
Melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang bersifat tetap atau tidak 
menunjukkan perbedaan dalam berbagai variasi situasi dan kondisi. Teknik 
pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif bersifat naturalistik 
(alamiah), yakni dengan observasi, wawan-cara secara mendalam dan 
dokumentasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN   
Hasil 
Berdasarkan deskripsi dan interpretasi data yang di paparkan melalui 3 
unsur yang memberikan data, yaitu kepala sekolah, komite, guru, tentang 
kerjasama antara komite dan sekolah di SMA Negeri 1 Batu Ampar dilengkapi 
dengan data observasi dan dokumentasi. Dari 3 unsur tersebut diperoleh 
keterangan yang berhubungan dengan kerjasama komite dalam membantu 
pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Ampar sebagai badan pendukung 
untuk meningkatkan mutu belajar berupa batuan materi maupun non materi belum 
tampak. Kerjasama yang dihasilkan belum menunjukkan kinerja komite sebagai 
mitra sekolah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan. Sebagian 
besar responden menjawab bahwa sarana pendukung pembelajaran bukan 
bersumber dari bantuan komite sekolah melainkan melalui bantuan pemerintah 
baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Komite sekolah belum bekerja 
sebagaimana mestinya untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. 
Sistem kerjasama yang dilakukan cenderung menangani proyek yang bersumber 
dari pemerintah baik proyek perbaikan sarana sekolah maupun pengadaan sarana 
belajar. Komite sekolah belum mampu menunjukkan kerjasama yang 
menghasilkan apalagi pengadaan sarana yang bersumber dari swadaya masyarakat 
melalui lembaga ini. Kerjasama keuangan berupa iuran komite siswa bersifat rutin 
atau kewajiban, namun untuk menambah fasilitas sekolah berupa fisik dan 
keuangan serta masukan inisiatif belum tampak. Bentuk keuangan yang 
bersumber dari siswa dalam bentuk iuran sekolah yang dikelola oleh komite 
sekolah yang dipungut dari siswa tidak dipertanggungjawabkan oleh komite 
melalui rapat orang tua. Bentuk kerjasama antara komite dan sekolah yang 
diharapkan dapat meningkatkan mutu belajar dalam bentuk dukungan sarana dan 
prasarana serta memberikan inisitiatif misalnya dalam bentuk pengawasan kepada 
peserta belajar belum dilakukan oleh komite. Faktor pendukung kerjasama yang 
berhubungan dengan perbaikan, pengadaaan sarana belajar serta pengelolaan uang 
komite sekolah oleh komite disebabkan adanya unsur ekstrinsik seperti reward, 
tunjangan serta mengharapkan mendapatkan balas jasa dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Faktor penghambat kerjasama antara komite dan sekolah adalah 
pemahaman oleh pengurus komite yang tentang keberadaan lembaga ini sehingga 
dalam pelaksanaannya kerjanya menguasai seluruh kegiatan pembangunan 
sekolah dan beranggapan sebagai lembaga mutlak yang harus mengetahui segala 
kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan perbaikan sarana belajar. 
Faktor wilayah yaitu sumber daya manusia dalam pemilihan komite sekolah 
dimana di daerah ini kemampuan sumber daya manusia yang kompeten belum 
diverifikasi dalam kepengurusan komite sehingga pembentukan pengurus komite 
yang terdapat dalam struktur lembaga komite bukan dijabati oleh individu yang 
mampu untuk mengelola pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh pengurus komite 





Dari hasil wawancara, observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap 3 
unsur yang memberikan data, yaitu kepala sekolah, komite, guru, tentang 
kerjasama antara komite dan sekolah di SMA Negeri 1 Batu Ampar tentang  
kerjasama komite sekolah dalam meningkatkan mutu belajar berupa bantuan fisik 
dan non fisik yang terjabar dalam peran komite di sekolah ini diperoleh hasil: (1) 
bentuk kerjasama komite untuk membantu sekolah berupa fisik dan non fisik yang 
tertuang dalam pada peran komite sebagai (a) badan pemberi pertimbangan belum 
terwujud, hal ini tampak pada komite sekolah belum melakukan identifikasi, 
memberikan masukan, menyelenggarakan rapat yang masih menunggu 
pelaksanaan dari sekolah. Komite sekolah hanya ikut memberikan pengesahan 
terhadap RAPBS. Ini sesuai dengan yang ungkapkan oleh Suwandi  (2010:160) 
dalam jurnal penelitan kebijakan pendidikan Vol. 8 Tahun ke. 2 tentang 
“Penyelenggaraan Forum Kerjasama  bahwa  Pendidikan Indonesia” 
mengungkapkan bahwa: “Hingga saat ini organisasi kerjasama pendidikan tidak 
memiliki konsep perencanaan yang jelas dan jarang melakukan proses 
perencanaan bersama dalam merancang kegiatan yang terkait dengan dunia 
pendidikan”. Antara temuan penelitian dengan penelitian yang terdahulu 
mengungkapkan bahwa terdapat kesesuaian yang mengacu pada peran komite 
sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan pada item-item perencanaan belum 
berhasil, (b) membantu melaksanakan program kurikulum juga belum terlaksana 
dan dinilai masih rendah, hal ini dibuktikan dari wawancara terhadap komite 
sekolah yang meliputi: memberikan masukan terhadap pengelolaan pendidikan 
yang terimplikasi pada memberikan masukan terhadap proses belajar-mengajar 
yang masih di didominasi oleh kepala sekolah. Salah satu penyebab dari lemahnya 
kontribusi komite sekolah dalam pelaksanaan program kurikulum adalah komite 
sekolah tidak mengetahui dengan baik tentang bagaimana peran mereka dalam 
pengelolaan pendidikan khususnya yang berkaitan dengan program kurikulum. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siskandar (2008:672) menyebutkan bahwa 
45,33% komite sekolah kurang berhasil pada komponen memberi pertimbangan 
kepada sekolah dalam rangka mengembangkan kurikulum. Hal ini berhubungan 
dengan tingkat pengetahuan dan pemaham komite sekolah tentang struktur 
kurikulum, materi serta strategi dalam rangka melaksanakan suatu kurikulum, (c) 
Pengelolaan sumber daya pendidikan yaitu memberikan pertimbangan tentang 
kekurangan guru, memberikan pertimbangan terhadap sarana sekolah, 
memberikan pertimbangan tentang anggaran sekolah, pihak komite 
melaksanakannya namun tidak kontinu. Hal ini juga di dukung oleh informasi dari 
kepala sekolah. Hal ini menunjukkan dalam komponen peran komite sekolah 
sebagai badan pemberi pertimbangan pada aspek pengelolaan sumber daya 
pendidikan kurang berhasil. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Siskandar (2008:672) menyebutkan bahwa 59,33% 
komite sekolah tidak berhasil untuk melakukan peran pertimbangan melui 
komponen mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya 
pendidikan dalam masyarakat. (d) Sebagai badan pen-dukung yang berperan 
memantau kondisi ketenagaan dan peserta didik di sekolah diketahui bahwa dalam 
melakukan pengawasan/memantau terhadap guru dan siswa dilimpahkan pada 
kepala sekolah sebagai penanggung jawab hierarkis di sekolah. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Islam (2008:19) sebagai badan 
pendukung kemampuan komite sekolah dalam hal memantau kondisi ketenegaan 
di sekolah rendah. (c) Melaksanakan peran pendukung mengelola sarana dan 
prasarana diperoleh informasi bahwa komite sekolah selalu terlibat dalam usaha 
pembangunan sekolah yang bersumber dari bantuan pemerintah. Hal ini juga 
diperkuat oleh kepala sekolah bahwa komite sekolah selalu terlibat dalam urusan 
pembangunan sarana sekolah. Dari data tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam 
melaksanakan peran sebagai badan pendukung sekolah pada aspek pengelolaan 
sarana dan prasarana sekolah, peran komite sekolah baik, komite sekolah selalu 
terlibat dalam urusan pembangunan sekolah yang berorientasi pada sarana dan 
prasarana.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Istini (2010:14) “peran komite 
sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana, renovasi gedung selalu dilakukan 
tiap tahun pelajaran”. Terdapat perbedaan terhadap peran komite sebagai badan 
pendukung pada aspek dukungan proses belajar rendah dan pengelolaan sarana 
baik, hal ini disebabkan oleh komite sekolah belum memahami tentang peran 
yang esensi tentang tugas komite sekolah. Pendapat ini dikuatkan oleh Misbah 
(2009:9) “Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu 
akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar”. (d) Sebagai badan 
pendukung dalam aspek mengelola anggaran sekolah, komite sekolah 
memberikan dukungan dalam penggunaan anggaran dana komite bagi kegiatan 
sekolah jika pada kas komite masih bisa digunakan. Melihat dari aspek ini, komite 
sekolah mendukung sekolah untuk menggunakan anggaran komite melalui 
pembicaraan dengan kepala sekolah. Hasil penelitian ini Alif dan Soenarto 
(2008:146), Komite sekolah menyetujui program yang memang sudah di susun 
dengan baik. Rujukan hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa komite 
sekolah harus lebih meningkatkan input anggaran di sekolah melalui partisipasi 
masyarakat agar dengan anggaran yang cukup besar dapat dilakukan pengelolaan 
bersama antara komite dan sekolah. (2) Sebagai badan yang mengontrol atau 
mengawasi jalannya (a) perencanaan pendidikan di sekolah diketahui bahwa 
kehadiran komite dalam rapat orang tua siswa untuk menentukan rencana sekolah 
yang tertera dalam program sekolah, kehadiran komite belum didasarkan atas 
kesadaran personel, komite sekolah masih perlu diberitahu oleh pihak sekolah 
mengenai rapat yang seharusnya komite sendiri yang mengadakannya di 
diharapakan bukan sebagai badang yang semata-mata mendampingi mengawal 
sekolah. Mekanisme keterlibatan komite dalam kegiatan rapat masih di aspirasi 
oleh pihak sekolah. hal ini berbeda dengan hasil penelitian Siskandar (2008:67) 
“sebagai pengontrol, komite sekolah sudah berhasil mengontrol perencanaan 
pendidikan di sekolah”, (b) Sebagai badan pengontrol/pengawas yang ikut 
merencanakan dan menilai program sekolah, diketahui bahwa komite sekolah 
mengikuti pelaksanaan program sekolah seperti ikut mengawasi kegiatan evaluasi 
sekolah. Hal ini  juga dituturkan oleh kepala sekolah bahwa komite aktif dalam 
melakukan pengawasan program evaluasi sekolah seperti ulangan umum, ujian 
nasional, ujian sekolah. Rustandi (2011:7) “bahwa komite sekolah melakukan 
pengawasan dan memberikan masukan terhadap UAS”. Wujudnya komite sekolah 
hadir dalam pelaksanaan evaluasi sekolah yang telah direncanakan sesuai jadwal 
yang berlaku. Ditinjau dari sisi ini bagaimana kehadiran komite sekolah dalam 
kegiatan perencanaan sekolah dalam bentuk datang kesekolah dalam kegiatan 
evaluasi sekolah berhasil, namun sekedar pemantauan yang dilakukan belum 
menunjukkan bahwa komite sekolah melaksanakan perannya dari aspek ini. 
Evaluasi terhadap perencanaan sekolah bukan hanya sekedar memantau 
pelaksanaan sebagian dari program sekolah, (c) memantau out put lulusan sekolah 
seperti memantau keberhasilan lulusan belajar, komite sekolah tidak melakukan 
pemetaan terhadap lulusan sekolah. Hal ini juga disebabkan bahwa informasi yang 
di terima komite dari sekolah tidak formal berupa lisan saja. Sekolah juga tidak 
melakukan pemantauan  alumni siswa karena sekolah menganggap tugas mereka 
bagaimana meluluskan siswa disekolah. Hasil penelitian oleh Islam (2008:16) 
“hal ini mengindikasikan bahwa kontorl komite sekolah maupun kepala sekolah 
masih cukup rendah dalam aspek pemantauan output pendiidkan. (3) sebagai 
badan penghubung yang bertugas (a) merencanakan program mediator antara 
sekolah dan masyrakat, komite sekolah belum berhasil menjadi mediator bagi 
sekolah untuk meningkatkan pembiayaan di sekolah baik keuangan maupun 
bantuan materi lainnya. Sebagai mediator bagi wadah aspirasi masyarakat, komite 
sekolah sudah melaksanakan peran mediatornya, namun belum berhasil 
menggerakkan masyakat untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan. Artinya 
secara insidentil tanpa terencana, komite sekolah melaksanakan perannya menjadi 
mendiator sekolah, namun karena tidak adanya rencana yang jelas, pelaksanaan 
mediator tersebut tidak di sertai dengan terobosan yang jelas sehingga masyarakat 
kurang tertarik dan tergugah untuk meningkatkan biaya pendidikan.  Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hendarmoko (2008:38) “hal ini berarti 
kegiatan operasional komite sekolah sudah dilaksanakan, namun hasilnya kurang 
sesuai dengan tujuan yang ditentukan”, (b) sebagai badan mediator yang bertugas 
menjembatani sekolah dan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan proses 
belajar, di ketahui bahwa komite sekolah tidak gencar untuk menangkap masukan 
masyarakat. Hal ini diperkirakan bahwa antara sekolah dan orang tua sudah 
terjalin hubungan melalui siswa di sekolah. Sekolah dianggap telah memberikan 
kesan positif kepada siswa sehingga sampai kepada orang tua, padahal komite 
sekolah juga mempunyai andil dalam kegiatan ini untuk memperjelas pelaksanaan 
proses belajar mengajar sehingga publikasi sekolah terhadap orang tua siswa 
maupun masyarakat lebih kuat. Islam (2008:17) “komite sekolah menilai 
publikasi bisa dilakukan sendiri oleh pihak sekolah”. Praksisnya, sekolah bisa saja 
mempublikasikan kesan positif sekolah melalui siswa di sekolah, namun komite 
sekolah perlu campur tangan setidaknya mereka mendapatkan masukan dari orang 
tua dalam rangka interaksi timbal-balik antara sekolah dan orang tua, (c) sebagai 
badang yang mengelola sumber daya pendidikan, komite sekolah belum memiliki 
terobosan untuk meningkatkan sumber daya pendidikan pendukung seperti 
bantuan keuangan maupun materi lainnya, karena belum ditemukannya bantuan 
dari masyarakat yang ada selain iuran komite sekolah. artinya komite sekolah 
belum melakukan terobosan untuk menggalang dana yang potensial di 
masyarakat. Bentuk kerjasama yang terdapat di SMA Negeri 1 Batu Ampar 
berbentuk spontan artinya bentuk kerjasama yang dilakukan secara serta-merta 
karena adanya kebutuhan yang berhubungan dengan pembubuhan tanda tangan 
untuk keperluan pembangunan serta proyek sekolah. Seperti yang di informasikan 
oleh UN dan KR menguatkan bahwa kerjasama antara komite dan sekolah 
diwujudkan dalam menangani urusan-urusan keterlibatan kegiatan sekolah yang 
bermuatan pada penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah 
dan belum pada proses memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan sekolah 
yang bersumber dari swadaya masyarakat. Artinya komite sekolah dalam 
menjalankan tugasnya belum menunjukkan bagaimana realisasi dari pelaksanaan 
perannya di sekolah. Kerjasama yang dimaksud seyogyanya bentuk kerjasama 
dalam pendidikan mengandung arti bahwa kerjasama antara komite dan sekolah 
tidak terbatas menemani sekolah namun bekerja bersama-sama dengan sekolah. 
Bekerja bersama-sama dengan sekolah artinya komite sekolah mampu 
merealisasikan perannya sebagai pendukung sekolah dengan menghasilkan suatu 
terobosan yang bermanfaat bagi sekolah dengan kata lain komite sekolah belum 
mampu beraktulisasi secara dinamis. Menurut Suwandi (2010) “untuk mampu 
beraktulisasi secara dinamis, jelas komite sekolah harus memiliki gagasan kreatif 
dan rencana yang sistematis”.  
Faktor pendukung kerjasama komite diantaranya (1) Motivasi karena 
adanya kompensasi dari pembangunan sarana sekolah diduga kuat yang 
menjadikan komite melakukan kerjasama dengan sekolah, salah satunya 
melibatkan pengurus komite dalam perencanaan yang berkaitan dengan fasilitas 
sekolah. Keberadaan kepala sekolah di lembaga ini mampu meningkatkan 
kerjasama antar internal yang ada di sekolah, namun termasuk memotivasi komite 
untuk masih bekerjasama, lebih baik lagi, jika kepala sekolah dapat mencari 
peluang untuk lebih meningkatkan peran komite sekolah terutama memfokuskan 
mereka pada usaha membantu pendidikan di sekolah melalui seni kepemimpinan 
sehingga unjuk kerja komite bukan sebatas pada membantu pengelolaan fasilitas 
sarana, namun tugas-tugas lain yang tidak kalah penting dari apa yang dilakukan 
sekarang. Gelgel (2005:443) kinerja komite sekolah kurang berhasil hal ini 
menunjukkan bahwa komite sekolah belum dapat memainkan peran dan fungsinya 
dengan optimal, berarti pula belum mampu melaksanakan tanggung jawab yang di 
emban. Karena itu melalui transformasi peran dari kepala sekolah, (2) 
Komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan dimana kepala sekolah 
menginformasikan kepada pihak komite tentang pembangunan sarana sekolah, di 
satu sisi komite sekolah mengetahui dengan sendirinya bahwa sekolah mendapat 
bantuan sarana Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa 
komunikasi antara komite dan sekolah dalam sesi penelitian ini baik, ini 
membuktikan bahwa sekolah siap melakukan kerjasama dan terbuka untuk 
menerima bantuan dari masyarakat, setidaknya hal ini dapat menggugah pengurus 
komite sekolah, (3) Pengelolaan dimana komite sekolah diberikan kewenangan 
oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pembangunan sarana sekolah, hal ini 
dilakukan karena pihak sekolah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang akan 
mengganggu ketentraman sekolah. 
Faktor penghambat kerja sama komite dan sekolah meliputi: (1) 
Pembiayaan dimana sumber daya masyarakat lokal berupa kemampuan untuk 
ekonomi didaerah ini sangat rendah sehingga berdampak pada sumbangsih 
masyarakat dalam kegiatan belajar berupa bantuan keuangan sulit terjangkau, (2) 
kurangnya pemahaman mengenai peran komite yang masih berpijak pada 
paradigma lama dari BP 3 menjadi komite sekolah turut serta membawa gamam 
bagi pengurus komite. Penggantian nama kepengurusan tidak disertai dengan 
meningkatknya sosialisasi tentang komite. Kebanyakan pengurus komite sekolah 
beranggapan bahwa komite sekolah hanya sekedar penggantian nama dengan 
tugas-tugas yang tidak jauh berbeda. Hal ini merujuk organisasi komite yang 
dibentuk namun tidak disertai dengan sosialisasi tentang peran, tugas dan tujuan 
komite sehingga kebanyakan dari pengurus komite belum merubah persepsi 
mereka tentang peran dan tugasnya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Batu Ampar 
mengenai kerjasama komite dalam meningkatkan mutu belajar, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: (1) kerjasama antara komite dan sekolah untuk 
meningkatkan mutu belajar belum terwujud. Kerjasama semestinya tercantum 
dalam peran komite cenderung berwujud pada kerjasama fisik yang terfokus pada 
pembangunan sarana. Kerjasama yang berbentuk non materi berupa bantuan ide 
antar lembaga ini menujukkan sebagian kecil dari kerjasama yang seharusnya 
dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan mutu belajar. Kerjasama fisik yang 
ditunjukkan dalam pelaksanaan pembangunan sarana sekolah bukan bersumber 
dari swadaya komite namun mengharapkan bantuan pemerintah, (2) faktor yang 
mendukung kerjasama antara komite dan sekolah yaitu: faktor motivasi dalam 
bentuk imbalan, komu-nikasi, faktor pengelolaan/manajeme. Faktor yang 
menghambat kerjasama antara komite dan sekolah sebagian besar disebabkan oleh  
pembiayaan/keuangan dan partisipasi masyarakat. Hal lain yang menghambat 
kerjasama antara sekolah dan komite adalah belum adanya program yang jelas 
dari komite sekolah yang tertuang dalam AD/ART komite sekolah. Melalui 
penelitian ini bentuk kerjasama yang seharusnya dapat meningkatkan mutu belajar 
belum ditemukan secara deskriptif sehingga perlu dilakukan pengembangan 
penelitian lain yang sejenis.  
 
Saran  
Ada beberapa saran yang peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 
yaitu: (1) Komite sekolah hendaknya menyadari bahwa keberadaan komite 
sekolah bukan sekedar pendamping sekolah dalam melaksanakan pembelajaran di 
sekolah dan yang melengkapi struktur organisasi sekolah sehingga dalam 
melaksanakan perannya kurang bertanggungjawab. Penulis menyarankan agar di 
setiap sekolah dalam membuat struktur organisasi sekolah didalamnya terdapat 
garis koordinasi antara kepala sekolah dan komite perlu dirundingkan. Sekolah 
bertanggungjawab kepada masyarakat melalui komite namun komite secara 
hierarkis tidak mencantumkan kepada siapa lembaga ini bertanggungjawab, 
sehingga kinerja komite belum diawasi. Untuk memperbaiki garis koordinasi ini, 
kepala sekolah dapat membicarakan kepada komite hal-hal yang berhubungan 
dengan tanggungjawab antara sekolah dan komite. (2) Kepala sekolah hendaknya 
menguatkan perannya dalam mengelola kerjasama dengan komite untuk 
meningkatkan kerjasama salahsatunya mengunjungi pengurus komite untuk 
bersilaturahmi dengan membawa permasalahan sekolah yang prioritas untuk 
dibicarakan. (3) Kepala sekolah sebaiknya mengatur pengeluaran pembiayaan 
sekolah dengan cara membuat anggaran yang menyertakan keterlibatan komite 
sehingga komite sekolah merasa bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran 
yang diajukan. (4) Kepala sekolah dapat meningkatkan pengawasan kepada guru 
disekolah dengan mengintensifkan kehadiran guru. Hal ini dilakukan untuk 
memancing keterlibatan komite sekolah bahwa pelaksanaan pendidikan di sekolah 
ini dapat berjalan meskipun tanpa keterlibatan komite sekolah. (5) Segera 
dibentuknya struktur hierarki yang berhubungan dengan tanggungjawab komite 
yang belum jelas. Dari struktur kelembagaaan sekolah sebagian besar menujukkan 
bahwa komite sekolah secara hierarkis berdiri sendiri dan tidak bertanggungjawab 
kepada lembaga pendidikan. Sementara kepala sekolah dan guru bertanggung 
jawab kepada masyarakat melalui komite sekolah. Hal menunjukkan bentuk 
kebertanggungjawab lembaga ini tidak mempunyai arah yang jelas sehingga 
kewenangan lembaga ini terkadang tidak sesuai dengan peran yang seharusnya 
dilaksanakan. Perbaikan struktur organisasi komite dapat dilakukan melalui 
kebijakan lebih lanjut oleh lembaga pemerintah pusat khususnya departemen 
pendidikan dan kebudayaan.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
Agung, I. 2012. Stretegi Mengembangkan Organisasi Pembelajar di Sekolah. 
Jakarta: Bee Media Indonesia 
Barnawi & Arifin, M. 2012. Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah. 
Jogjakarta: Arruz Media 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Mendiknas 
Martin, G. 2006. Managing People and Organization in Changing Contexts. 
Oxford: Published by Elsevier 
Mulyasa, E. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. 
Nawawi, H. 2006. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press 
Neagley, L. R. dan Evans, D. N. 1980. Handbook  for Effective Supervision of 
Instruction. New Jersey: Prentice-Hall, Inc 
Preedy, M. 1993. Managing The Effective School. London: PCP Ltd 
Purwanto, N. 2009. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Remaja 
Rosdakarya 
Robbin, S. P. 1994. Toeri Organisasi, Struktur, Desain, & Aplikasi. San Diego: 
Prentice-Hall International. Inc 
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System 
Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemdiknas 
Wahyudi. 2009. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar. 
Bandung: Alfabeta 
Zainuddin. 2008. Reformasi Pendidikan. Kritik Kurikulum dan Manajemen 
Berbasis Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
